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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan
Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Kecamatan;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota
yang dipimpin oleh camat.

2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan
sebagai perangkat Kecamatan.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II
KECAMATAN

Bagian Kesatu

Penataan Kecamatan

Pasal 2
Penataan Kecamatan meliputi:
a. pembentukan Kecamatan;
b. penggabungan Kecamatan; dan

c. penyesuaian Kecamatan.

Bagian Kedua

Pembentukan Kecamatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

(1) Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
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a. pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua)
Kecamatan atau lebih; atau
b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan
yang  bersandingan dalam  satu  daerah
kabupaten/kota menjadi Kecamatan baru.
Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar,
persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Dasar

Pasal 4

Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
meliputi:
a. jumlah penduduk minimal;
b. luas wilayah minimal;
c. usia minimal Kecamatan; dan

jumlah minimal desa/Kelurahan yang menjadi

cakupan.
Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis

Pasal 5
Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
meliputi:

a. kemampuan keuangan daerah;
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan

c. persyaratan teknis lainnya.

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai

terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh
persen).

Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah

memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk
sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
lainnya.

Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan
menggunakan titik koordinat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. nama Kecamatan yang akan dibentuk;

c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan
dibentuk; dan

d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 4

Persyaratan Administratif

Pasal 6

Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau
keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang
disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan
Kecamatan yang akan dibentuk.

Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut
dengan nama lain.

Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah
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yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Paragraf 5

Pembentukan Kecamatan Dalam Rangka Kepentingan

Strategis Nasional

Pasal 7
Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah
Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai
wakil  Pemerintah  Pusat untuk  membentuk
Kecamatan.
Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar;
b. Kecamatan di kawasan perbatasan negara di
wilayah darat; dan
c. Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis
nasional lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan,
persyaratan, dan tata cara pembentukan Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga

Penggabungan Kecamatan

Pasal 8

Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa
penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang
bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat

dilaksanakan;
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